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BUPATI BANTUL 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 

 

NOMOR     05     TAHUN 2013 
 

TENTANG 

 
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANTUL, 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka menertibkan pembangunan 
perumahan di Kabupaten Bantul perlu adanya tata cara 
pembangunan perumahan yang terpadu; 

 
b. bahwa penyusunan tata cara pembangunan perumahan 

bertujuan untuk mewujudkan pembangunan perumahan, 

yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 
2. Undang-Undang   Nomor  15  Tahun  1950  tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan  Daerah  Istimewa  Jogjakarta (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4247); 

 
4. Undang-Undang   Nomor   32  Tahun  2004  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman (Lembaran   Negara  Republik  
Indonesia  Tahun  2011 Nomor  7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 
Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 
 

8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 
34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan 

Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan; 
 

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

5/PRT/M/2007 Pedoman Teknis Pembangunan Rumah 
Susun Sederhana Bertingkat Tinggi; 

 
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

06/PRT/M/2007 tentang Tata Cara  Umum Rencana Tata 

Bangunan dan Lingkungan; 
 

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan 
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan; 

 
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

10/PRP/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha 

dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Yang Wajib 
Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup 

dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; 
 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 

tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan 
Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah; 

 

14. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 
2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Dengan Hunian Berimbang; 
 

15. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 

2012 tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/ 
Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Dengan 

Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan; 
 

16. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

20/KPTS/1986 tentang Pedoman Teknik Pengembangan 
Perumahan Sederhana Tidak Bersusun; 
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17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 
Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL 

Kegiatan Pembangunan Permukiman Terpadu; 
 

18. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 
2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan 
Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak  

Lingkungan Hidup; 
 
19. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah 

Nomor 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan 
Standar Pelayanan Minimal Pada Penataan Ruang, 

Perumahan dan Permukiman dan Pelayanan Umum; 
 
20. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah 

selaku Ketua Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian 
Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional 

(BKP4N) Nomor 217/KPTS/M/2002 tentang Kebijakan dan 
Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP); 

 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 
2010 tentang Pengelolaan Air Limbah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun 2010 Nomor 15 Seri C); 

 
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C); 

 
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 

2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 05);  
 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 
2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 15 Seri C);  

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL 

dan 

BUPATI BANTUL 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 

PERUMAHAN. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur  
penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Bantul. 
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah; 
5. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan 

tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana  
sarana dan utilitas. 

6. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang 

memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi 
sebagaimana mestinya. 

7. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan 

dan pengambangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. 
8. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. 

9. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara perumahan dan 
permukiman.  

10. Site Plan adalah rencana tapak suatu lingkungan dengan fungsi tertentu 

yang memuat rencana tata bangunan, jaringan sarana dan prasarana fisik 
serta fasilitas lingkungan.  

11. Rumah deret (hunian gandeng banyak) adalah beberapa tempat kediaman 
lengkap yang satu atau lebih dari sisi bangunan induknya menyatu 
dengan sisi satu atau lebih bangunan lain atau tempat kediaman lain, 

tetapi masing-masing mempunyai persil sendiri. 
12. Aksesibilitas adalah kemudahan pencapaian yang disediakan bagi semua 

orang, termasuk yang memiliki ketidakmampuan fisik atau mental, 
seperti penyandang cacat, lanjut usia, ibu hamil, penderita penyakit 
tertentu, dalam mewujudkan kesamaan kesempatan. 

13. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR 
adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga 
perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah. 

 
Pasal 2 

 
Penyelenggaraan perumahan berasaskan : 
a. kesejahteraan; 
b. keadilan dan pemerataan; 

c. kenasionalan; 
d. keefisienan dan kemanfaatan; 
e. keterjangkauan dan kemudahan; 

f. kemandirian dan kebersamaan; 
g. kemitraan; 

h. keserasian dan keseimbangan; 
i. keterpaduan; 
j. kesehatan; 

k. kelestarian dan keberlanjutan; dan 
l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan. 

 
Pasal 3 

 

Penyelenggaraan perumahan bertujuan :  
a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan; 
b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran 

penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian 
sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, 

terutama  bagi MBR; 
c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi 

pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian 

fungsi lingkungan, baik dikawasan perkotaan maupun kawasan 
perdesaan; 
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d. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan 
perumahan; 

e. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan 
f. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam 

lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan 
berkelanjutan. 

 

Pasal 4 
 

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah adalah penyelenggaraan 

perumahan oleh pengembang dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) kaveling 
yang meliputi prasarana dan sarana lingkungan perumahan, kepadatan, 

ketentuan bangunan, pengelolaan lingkungan, dan penyelenggaraan 
perumahan.  
 

BAB II 
UMUM 

 
Pasal 5 

 

(1)   Perencanaan lingkungan perumahan harus memberikan kemudahan bagi 
semua orang, termasuk yang memiliki ketidakmampuan fisik atau 
mental seperti para penyandang cacat, lanjut usia, ibu hamil, dan 

penderita penyakit tertentu atas dasar pemenuhan asas aksesibilitas 
sebagai berikut: 

a. kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau 
bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan; 

b. kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua 

tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan; 
c. keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam 

suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan 

bagi semua orang; dan 
d. kemandirian, yaitu setiap orang dapat mencapai, masuk dan  

mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum 
dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang 
lain. 

 
(2)  Dalam menentukan besaran standar untuk perencanaan lingkungan 

perumahan yang meliputi perencanaan sarana hunian, prasarana dan 
sarana lingkungan, menggunakan pendekatan besaran kepadatan 
penduduk. 

 
BAB III 
LOKASI 

 
Pasal 6 

 
(1) Lokasi pembangunan perumahan harus sesuai dengan Rencana Tata 

Ruang yang berlaku. 

 
(2)  Lokasi pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut: 
a. kriteria keamanan, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi 

tersebut bukan merupakan kawasan lindung, kawasan pertanian 

lahan basah, hutan produksi, daerah buangan limbah pabrik, daerah 
bebas bangunan pada area bandara, daerah di bawah jaringan listrik 
tegangan tinggi, daerah rawan bencana; 


